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Jakarta, Pelita
Wakil Ketua PPATK Agus San-

toso mengatakan pemberan-
tasan korupsi yang dilakukan 
aparat penegak hukum Indone-
sia ternyata mendapat respon 
atau tanggapan yang sangat 
luar dari dunia internasional.

“Saya dapat feedback dari 
dunia internasional bahwa pen-
indakan korupsinya high level 
karena ada menteri dan bahkan 
ketua partai di Indonesia yang 
ditindak karena korupsi,” kata 
Agus Santoso kepada wartawan 
di Jakarta, Jumat (4/12).

Namun dalam pemberan-
tasan korupsi, kata Agus, aparat 
pe negak hukum seharusnya le-
bih fokus kepada pengembalian 
kerugian negara atau asset re-
covery.

 “Jadi jangan sekedar meng-
hukum berat koruptornya, tapi 
berapa kerugian negara yang 
bisa kembali,” kata dia pada dis-
kusi dalam rangka peringatan 
Hari Anti Korupsi yang diseleng-
garakan Majalah Integritas.

 Disebutkannya melalui UU 
No 8/2010 tentang Pencega-
han dan Pemberantasan Tin-
dak Pidana Pencucian uang 
sebenarnya ada dua hal yang 
bisa jadi instrument dalam as-
set recovery.

 Instrumen pertama, kata 

Agus, tuntutan kumulatif yaitu 
menyangkut tindak pidana asal 
dan TPPU. “Sehingga tidak saja 
si koruptor dihukum. Tapi juga 
siapapun yang menikmati uang 
ilegalnya dihukum dan harta nya 
dirampas.”

 Sedangkan instrument ke-
dua, kata Wakil Ketua PPATK 
ini, melalui pembuktian terbalik 
dalam proses sidang di Pengadi-
lan. Hakim, tuturnya, bisa mem-
pertanyakan kepada terdakwa 
soal hartanya berasal dari keja-
hatan atau tidak.

”Atau terdakwa bisa membuk-
tikan sendiri apakah harta yang 

dituntut jaksa berasal dari keja-
hatan atau tidak. Jika terdakwa 
tidak bisa membuktikan bera sal 
dari kegiatan yang sah maka itu 
bisa dirampas utk negara,” ka-
tanya. 

Selain itu, kata Agus, jika ada 
masyarakat tertipu misalnya 
karena jadi korban “Papa Min-
ta Pulsa” atau “judi online”  su-
dah ada peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penyelesaian 
Permohonan Penanganan Harta 
Kekayaan dalam TPPU atau itn-
dak pidana lain. “Kalau saya se-
but perampasan rekening gan-
tung,” katanya.

Dikatakan Agus mekanisme 
dari perampasan aset melalui 
Per MA ini yaitu misalnya ada 
orang tertipu melapor kepada 
bank. “Kalau bank lihat ternya-
ta KTP nya (terlapor—Red) pal-
su maka bank akan menunda 
transaksi lima hari kerja dan 
dilaporkan ke PPATK satu kali 
24 jam.”

Selanjutnya, tutur  dia, PPATK 
akan memberhentikan transak-
si terlapor lima belas hari ker-
ja dan langsung melapor kepa-
da polisi untuk diselidiki dan di-
sidik. 

Setelah disidik dimintakan ke 
pengadilan untuk proses per-
ampasan, dan sebelumnya di-

umumkan pengadilan. 
“Kalau tidak ada yang kom-

plain maka dirampas oleh ha-
kim pengadilan.” 

Dia pun menyebutkan sejak 
berlakunya UU Nomor 8/2010 
tentang TPP maka pengem-
balian kerugian negara atau as-
set recovery mengalami pening-
katan yang signifi kan.

“Mungkin anda bisa tanya 
kepada KPK dan Kejagung yang 
memiliki data-datanya. Tapi yang 
jelas meningkat signifi kan sebe-
lum dan sesudah berlaku nya UU 
tentang TPPU yang mulai diber-
lakukan tahun 2011,” kata Wakil 
Ketua PPATK ini. (did)

Masalahnya, kata Wakil Ke tua 
Komisi VII DPR Syaikhul Islam 
Ali, dalam sidang MKD sudah di-
hadirkan Menteri ESDM Sudir-
man Said dan Presiden Direktur 
PT FI Maroef Sjamsoeddin.

“Karena itu Riza Chalid harus 
dihadirkan dan jika tidak diha-
dirkan maka citra MKD akan 
semakin buruk,” ujar Syaikhul 

kepada wartawan di Jakarta, 
Ming gu (6/12).

Dikatakan juga Syaikhul 
kalau MKD tidak bisa sam-
pai menghadirkan Reza Chal-
id maka publik akan menuduh 
MKD main mata dengan yang 
bersangkutan. 

Padahal pengusaha minyak itu, 
kata politisi dari Partai Kebangki-

tan Bangsa (PKB) ini, merupakan 
saksi  kunci untuk menjelaskan 
isi rekeman pembicaraan Ketua 
DPR Setya Novanto.

Disebutkannya pihak MKD 
bisa saja minta bantuan aparat 
kepolisian untuk menghadirkan 
Rezz Chalid jika tidak mau dat-
ing memenuhi panggilan MKD. 

“Tapi saya kira sebagai war-
ga negara yang baik Reza Chal-
id harus datang,” kata anggota  
DPR dari Dapil Jawa Timur I 
(Surabaya dan Sidoarjo) itu.

Sementara Ketua DPR Setya 
Novanto menyatakan siap meng-
hadiri panggilan MKD. Politi-
si Golkar itu dijadwalkan pada 
hari Senin (7/12) ini, akan dim-
intai keterangan oleh MKD.

“Pak Setya Novanto itu pro-
fesional, kalau ada panggilan 
dari MKD pasti akan dihorma-
ti, tentu kalau tidak ada halan-
gan pasti datang,” tegas kuasa 
hukumnya Firman Wijaya pada 
wartawan di Gedung DPR.

Menyinggung jarangnya ter-
lihat Setya Novanto di Gedung 
DPR RI selama sepekan terakhir 
ini, Firman Wijaya mengatakan 
Novanto sedang sibuk dengan 
pesta pernikahan putrinya di 
Hotel Mulia, Senayan, pada Ju-
mat (4/12 malam kemarin.

Sementara Anggota MKD 
Supratman Andi Agtas men-
gatakan dia mendapat informasi 
Setya Novanto bakal memenuhi 
panggilan dan hadir dalam si-

dang MKD.
Dia pun menilai sangat rugi 

jika Setya Novanto sampai tidak 
datang mengingat sidang MKD 
bisa dimanfaatkannya untuk 
melakukan klarifi kasi atas per-
soalan yang dihadipinya

“Rugi jika dia mangkir, kare-
na akan kehilangan momentum 
untuk klarifi kasi,” kata Suprat-
man seraya menyebutkan Nov-
anto akan hadir, namun dengan 
permintaan sidang agar berlang-
sung secara tertutup.

Supratman belum dapat me-
mastikan apakah MKD akan 
memenuhi permintaan tersebut. 
“Bagaimana keputusan MKD, 
kita lihat saja besok (hari ini—
Red). (kh)
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NASIONAL
Tommy Soeharto Adukan Pengusaha Rudy Sutopo
Jakarta, Pelita

Tommy Soeharto melaporkan pengusaha Rudy Sutopo kepa-
da polisi, terkait pengurusan dana hibah dari Jerman sebesar 
20 juta dolar Amerika Serikat (AS).

“Kami sudah melaporkan Pak Rudy kepada kepolisian terkait 
pengurusan dana pinjaman dari Jerman tersebut,” kata kua-
sa hukum Tommy, Agus Widjajanto di Jakarta, Sabtu (5/12). 

Ia mengungkapkan kasus berawal ketika pada 2013, mantan 
suami artis Andy Soraya itu mengajak PT Humpuss Patragas, 
sebuah perusahaan milik Tommy untuk membiayai kepenguru-
san masuknya dana dari Jerman sebesar 20 juta dolar Ameri-
ka Serikat (AS). “Dana itu nantinya untuk pembangunan proyek 
milik Pak Rudy yakni pembangunan listrik di Sulawesi Selatan. 
Namun untuk pencairan dana dari Jerman tersebut dibutuhkan 
biaya kepengurusannya,” papar Agus.

Akhirnya, lanjut Agus, ditandatangani kesepakatan pemberi-
an dana untuk pembiayaan pengurusan pencairan dana sebesar 
Rp5,6 miliar. “Kami melaporkan Pak Rudy karena sampai seka-
rang dana dari Jerman tidak turun. Padahal kami sudah men-
geluarkan dana untuk pengurusan pancairannya,” jelas Agus.

Agus menjelaskan, dana Rp5,6 miliar itu sudah diserahkan PT 
Humpuss Patragas melalui Chairul Iskandar, Direktur River Interna-
tional, dan selanjutnya diserahkan kepada Rudy. “Karena itu, kami 
laporkan Rudy dan Chairul kepada pihak kepolisian,” tuturnya.

Terkait ancaman klarifi kasi berita dari Rudy, Agus mengatakan 
bahwa itu adalah fakta hukum. Namun demikian, kata dia, 
adalah hak  Rudy untuk melakukan tuntutan hukum. “Silahkan 
saja Rudy mengajukan tuntutan hukum,” ujar Agus.

Rudy sebelumnya membantah tuduhan itu.  “Pemberitaan pe-
nerimaan uang PT Humpuss Patragas yang dituduhkan kepa-
da saya oleh saudara Agus Widjajanto yang jumlahnya bervari-
asi tidak benar,” terang Rudy. (did)

MKD Harus Hadirkan Reza Chalid
Jakarta, Pelita

Mahkamah Kehormatan Dewan (KD) didesak 
untuk menghadirkan pengusaha Muhammad 
Reza Chalid dalam sidang dugaan pelangga-
ran kode etik oleh Ketua DPR RI Setyo Novanto 
terkait permintaan saham PT Freeport Indone-
sia (FI).

PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengembalian Kerugian Negara Harus Jadi Fokus 

Masyarakat  Maluku Tolak Asing Kelola Blok Marsela
Jakarta, Pelita

Masyarakat Maluku menginginkan pengelolaan blok Marsela 
yang disebut sebagai lading gas abadi di Maluku harus dapat 
mensejahterakan masyarakat Maluku, yang saat ini berada di 
peringkat empat termiskin di Indonesia.

Oleh karena itu seluruh masyarakat adat harus bersatu mem-
pertahankan eksistensi adat istiadat dan hukum adat  melalui 
lembaga adat dalam menghadapi intervensi asing  terkait pen-
gelolaan Blok Marsela.

“Pemda, DPRD, DPD dan DPR, lembaga adat, organisasi poli-
tik dan tokoh nasional harus mengawal proses pengelolaan sum-
ber Migas di Maluku,” kata  Rektor Universitas Darussalam (Un-
idar) Ambon Dr Ibrahim Ohorella dalam seminar regional di Aula 
Kampus Unidar belum lama ini.

Sementara Direktur  Archipelago Solidarity Foundation (Arso) 
Dipl-Oek Engelina Pattiasina menegaskan sesuai pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945 kekayaan alam harus  dikuasai negara dan diper-
gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena itu, tuturnya,  negara wajib menaati konstitusi dan ha-
rus bertanggungjawab untuk memaksimalkan benefi t dari blok 
Masela secara berkeadilan, khususnya masyarakat adat sebagai 
pemilik sumber daya alam. 

Engelina mengingatkan, rencana pembangunan kilang tera-
pung untuk gas Masela hanya menguntungkan investor semata, 
tetapi tidak memperhatikan dampak ekonomi bagi masyakat Ma-
luku. “Jika pabrik pengolahan gas berada di darat, Indonesia bisa 
membangun kota yang lebih besar dari Balikpapan,” kata dia.

Pasalnya lanjut Engelina, di area tersebut dapat didirikan 
pabrik pupuk dan sebagainya sehingga perekonomian di wilayah 
Maluku dan Indonesia Timur kembali bergeliat.

Sementara Anggota DPRD Maluku Dharma Oratmangun 
mengingatkan agar Maluku tidak cengeng terhadap pemerin-
tah pusat, karena Maluku memiliki sumber daya alam yang 
sangat besar. 

“Maluku harus perjuangkan hak pengelolaan Blok Migas dan 
bagi hasil yang adil. Dia juga mengingatkan untuk senantiasa 
mengantisipasi proxy war dalam memperebutkan energy yang 
sudah terlihat dalam pengelolaan blok Masela,” kata dia. (kh)
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